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KEPATA DINAS PENDIDIKAN, 
I

,

: a. bahwa dalam rangka pembinaan jenjang Sekclah Dasar, dipandang perlu
untuk memberikan lzin Operasional SD-SMP Satu Atap Pulau ieupah
Kecamatan Teupah Barat dilingkungan Dinas Pendidikan Kabupalen
Simeulue;

b' bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a
diatas perlu ditetapkan dalam suatu keputusan.

: 1. ._undang-undang Nomor 4+ Tahun Lggg tentang penyelenggaraan ke
Istirnewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh;
undang-uhdang Nomor 48 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten
Bireuen dan Kabupaten Simeulue;
undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
undang-unadang Nornor 32 rahun 2004 tentang pemerintah Daerah
sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 12 Tahun 200g;
undang-undang Nomor 33 Tahun zo04 tentang perimbangan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan pemerintah Daerah;
undang-Undang Nomor 11 Tahun z0a6tentang pemerintahan Aceh;
Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 20-05 tentang Standar Nasional
Pendidikan;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan Keuangan
Daerah;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun z00g tentang wajib Belajar;10. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 t"ttt".rg pendanaan
Pendidikan;

!l' Peraturan Pernerintah Nomor 28 Tahun L998 tentang Pendidikan Dasar;12. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1998 t:r:ntang Pendidikan Menengah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun Zit iO tentang pengelolaan dan

Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana tele h diubah a"ng"n peratuaran
Pernerintah Nomor 66 Tahun 20L0; :

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 itahun 2006 tentang pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana t elah diubah dengari peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun z}lLtentang Perubahin Kedua atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman
Keuangan Daerah;
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